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PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-023 JA/JA/05/2009

TENTANG

UBAHAN DAERAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG

DI PEMANGKAT MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS
DI PEMANGKAT DALAM DAERAH HUKUM i

TAN BARAT

KEJAKSAAN TINGGI KALIMA

|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- - - "
Menimbang = : a. bahwa dengan telah dibentuk dan operasionainya Kejaksaan

Negeri Sambas pada Daerah Tingkat Il Sambas yang daerah
hukumnya antara lain melingkupi Cabang Kejaksaan Negeri
Pemangkat; :

b. bahwa secara geografis Cabang Kejaksaan Negeri
Singkawang di Pemangkat berada dalam' daerah hukum
Kejaksaan Negeri Sambas yang meliputi Daerah Tingkat I
Sambas; ‘ % ?

c. bahwa untuk itu perlu merubah daerah |hukum Cabang
Kejaksaan Negeri Singkawang di Pemangkat ripenjadi Cabang
Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat; §

| |

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan ¢ ters? but diatas perlu merubah sebagian
ketetapan dalam Lampiran'l Per turan Jaksa Agung RI Nomor
- PER-004/A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 angka
Romawi XIV Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Barat, kolom 7
Cabang Kejaksaan Negeri, Singkawang di Pemangkat menjadi

 Sambas di Pemangkat. : f |

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran
Negara tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594); ' : :

3. Keputusan Presiden Republik Inc onesia Nomor 86 Tahun 1999

“tentang Susunan Organisasi (dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia; j




Memperhatikan

Menetapkan

9.

4. Keputusan Presiden Repti:l:lik' I‘ d:onesia!i‘f Ndrno; 132 Tahun
2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas,
- Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang,
Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Pﬂejaksaan Negeri Unaaha;

5. Keputusan Jaksa Agung Pepulblik Indonesia - Nomor KEP-
115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Jaksa Agung Republik Indohesia Nomor : KEP-

558/AIJA/12/2003 tanggal 17 Desiember 2003;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesie{\ Nomor : KEP-
527/JA/12/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja| Kejaksaan Negeri Sambas dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan
Negeri Nunukan dan Kejaksaan Negeri Bontang dalam daerah
hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,. sjaksaan Negeri |
Tilamuta dalam daerah hukum| Kejaksaan |Tinggi Sulawesi
Utara dan Kejaksaan Ne% aaha dala daerah hukum

i >
|

Kejaksaan Tinggi Sulawesi|Tenggara; i |

| | |
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia [Nomor : PER- -
004/A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari | 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri ' Paringin dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,
Kejaksaan Negeri Toboali dan Kejaksaan Negeri Koba dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung,
Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dalam daerah hukum
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri
Lasusua dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tenggara, Kejaksaan Negeri Daik Lingga dalam daerah hukum
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Sekadau
dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat,
Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam daerah
hukum Kejaksaan Tinggi anggroe Aceh Darussalam, dan
Kejaksaan Negeri Tigaraks%\ dal’ja’m daerah hukum Kejaksaan

Tinggi Banten. _ |

Kondisi geografis dan analis _yulldis pada Dderah Tingkat I
Sambas Propinsi Ka’limantar{ Barat yang 'gisarnp?ikan Kepala
Kejaksaan Tinggi Kalimantan| Barat dalam surat Nomor : B-
664/Q.1/Cp.1/03/2009 tanggal 17 Maret 2009.

i |
| |

MEMUTUSKAN

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN DAERAH HUKUM CABANG

KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG DI PEMANGKAT
MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGEREI SAMBAS DI
PEMANGKAT DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN BARAT. ;
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1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Négeri
menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat.

2). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Caban
dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri

3). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi
Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat pade'\ saa
sudah ditangani Cabang Kejaksaa
dilimpahkan ke Pengadilan, dialih
Negeri Sambas di Pemangkat.

4). Merubah ketetapan dalam

A/JA/02/2009 tanggal 18
Kalimantan" Barat, - lajur 7 Cabang Kejaksaan. Negeri Sigkawan

Pasal |

n Negeri Singkawa

Kejaksaan Ne
ingkawang.

|
|

Singkawangﬁ di Pemangkat
|

eri Pemangkat

ngkup kewenangan Cabang
‘ditetapkann
ig di Pemangkat dan belum
kan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan

! o
pevraturan ini

i

Lampiran | Peraturan Jaksa*{Agung RI Nomor : PER-004/
Pebruari 2009, angka Romawi XIV Kejaksaan Tinggi-

g di Pemangkat

semula :
No T KEJAKSAAN TINGGI | No | KEJAKSAANNEGERI | TIPE | No | CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1 - 3 4 5/ ] 61 T
X1V | KALIMANTAN 1 | PONTIANAK A ;
BARAT , | =
DI PONTIANAK 2 | SINGKAWANG Al | 11| SINGKAWANG|DI PEMANGKAT
3 | SINTANG B :
4 | KETAPANG B
5 | SANGGAU B: | 2| SANGGAU DI ENTIKONG
6 | MEMPAWAH B :
7 | PUTUSIBAU B f |
- 8 | SAMBAS g 5
9 | BENGKAYANG |
10 | NGABANG B |
11 | SEKADAU B !
Diubah menjadi : i L
No. T KEJAKSAAN TINGGI | No | KEJAKSAAN NEGERI | TIPE | No |. CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1 2 3 4 TR 8 7
X1V .KALIMANTAN 14 PONTIANAK Al
| BARAT ‘ : e
‘| DI PONTIANAK 2 | SINGKAWANG Al
3 | SINTANG B
4 | KETAPANG B
5 | SANGGAU Bl | 1| | SANGGAU DI ENTIKONG
6 | MEMPAWAH B ' :
7 | PUTUSIBAU B
8 | SAMBAS B | 2| | SAMBAS DI PEMANGKAT
9 | BENGKAYANG 8 | | % ,-
10 | NGABANG B | |
11 | SEKADAU B l ‘ |
! -

5). Merubah. ............



e
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5). Merubah struktur Jabatan Pemeriksa pada Baban{ I)rganisagézi Kajqiksaan Negeri
Singkawang semula : ‘ : ‘

. BAGAN ORGANISAS! :
KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
! 2
: ! !
SUB BAGIAN SEKSI i SEKSI TINDAK | SEKSI TINDAK sg’Ksl PERDATA
PEMBINAAN : INTELIJEN PIDANA UMUM PIDANA KHUSUS 'DAN TATA
— | | : USAHA NEGARA
URUSAN SUB SEKS! SOSIAL SUB SEKS! PRA SUB'SEKSI
KEPEGAWAIAN [ DAN POLITK [ PENUNTUTAN [ * PENYID =
URUS .
KES‘AJNQ';:N - SUB SEKSI o SUB SEKSI 4 SUB SEKS!
EKONOMI DAN || | PENUNTUTAN = | PENUNTUTAN [
MONETER '
URUSAN | ‘ ;
PERLENGKAPAN | : | i
SUB SEKS! : - Al |
PRODUKSIDAN || el I i
URUSAN SARANA INTELWEN 1
TATAUSAHA ||
URUSAN ~ :
PERPUSTAKAAN : i ‘
: | !
Diubah menjadi :
BAGAN ORGANISASI |
KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG
; 3
! i
s 5
| o ,i
SUB BAGIAN SEKSI - SEKSITINDAK 1 sexs ﬂNDAK;l;: |SEKS| PERDATA
PEMBINAAN INTELIJEN PIDANA UMUM - I| PIDANA KHUSU: | DANTATA
, . , _ , ! iy USAHA NEGARA
URUSAN SUB SEKS! SOSIAL - SUBSEKSI PRA | | SUB SEKSI
KEPEGAWAIAN = DAN POLITIK = PENUNTUTAN | PENYIDIKAN e
; i !
URUSAN T |
- o = SUB'SEKS! SUB SEKSI | SUB SEKSI ,
KEUANGAN " exonoms OAN || | renuNUTAN 1 | PENUNTUTAN [ |+ -
MONETER !
URUSAN
PERLENGKAPAN -
SUB SEKS!
PRODUKSIDAN ||
~_ URUSAN SARANA INTELWEN
TATAUSAHA | :
URUSAN || i
PERPUSTAKAAN

6). Menambah. .........
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PEMERIKSA -

: 8). Menambah struktur Jabatan Pemeriksa pada Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri
Sambas semula: :
BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS :
l Ak i
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ‘
; |
f @
SUB BAGIAN SEKSI SEKSI TINDAK SEKSI TINDAK SEKSI PERDATA
PEMBINAAN INTELWEN PIDANA UMUM PIDANA KHUSUS DAN TATA
T , — - USAHA NEGARA
URUSAN SUB SEKSI SOSIAL SUB SEKSI PRA SUB SEKSI
KEPEGAWAIAN [ DAN POLITK [ PENUNTUTAN PENYIDIKAN
: : l |
URUSAN i
= SUB SEKSI SUB SEKSI | SUB SEKSI
o KEUANGAN exaonr oA L | emioan | PENUNTUTAN
o MONETER ‘
e URUSAN
'PERLENGKAPAN [ ;
SUB SEKSI
PRODUKSI DAN
URUSAN : SARANA INTELIJEN P
TATAUSAHADAN || :
. PERPUSTAKAAN
Menjadi : .
~ BAGAN ORGANISASI .
KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS ! |
s KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
(\\,.‘) : | G i
SUB BAGIAN SEKSI SEKSI TINDAK SEKSI TINDAK . séxsn PERDATA
PEMBINAAN INTELIJEN PIDANA UMUM PIDANA KHUSUS DAN TATA
| ; e : , AHA NEGARA
. URUSAN SUB SEKSI SOSIAL SUB SEKSI PRA suB srfnsn !
KEPEGAWAIAN DAN POLITIK = [ PENUNTUTAN [} PENYID|KAN ™
URUSAN g
= SUB SEKS! | suBSEKS!
KEUANGAN EK%%%%T:KS'AN [ | | PenunTUTAN [ | PENUNTUTAN ‘
MONETER ; f 3
URUSAN | |
PERLENGKAPAN [T | |
. SUB SEKSI 1 1 1
-PRODUKSI DAN
URUSAN SARANA INTELIEN
TATAUSAHADAN. || L
PERPUSTAKAAN

Pasal ll. .....
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Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,"d“engan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapken-di . : Jaka %t a
Padatanggal . : 14 Mei 2009.

- — -_-Z‘Z‘VJAKSA REPUBLIK INDONESIA,
_ LEMBAR KONTROL o g
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN f |

No.| PEJABAT PARAF| TANGGAL .-'-g\jw
1. | Sesjam Bin /13 -04-09 . :
2 »KaroCana l2*0§.0<f
3. | Kabag M- | NPJI
4. Kasubbag I.’l.o@_m
| 5. | Pelaksana [z ~05™-~00)
6. | Pengetik 17.~{. 9006
! s




